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PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Ckr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Cikarang;
Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 23 Januari 2019, perkara

Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Ckr dalam perkara antara :

1. Agus Lahmi Lubis, S.H.,M.Kn, bertempat tinggal di Dusun Kerton Rt
001 Rw 008 Kel Tamanagung Kec Muntilan Kab Magelang

Jawa Tengah, sebagai Penggugat |
2. Zulfahmi Yanuar Adam, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di Taman
Adhiloka Blok L No 27 Rt 003 Rw 015 Karang Sari,

Nalagasari Banten, sebagai Penggugat Il

3. Cahriani, S.H..Mkn, bertempat tinggal di Baranangsiang Indah LI/7 B

Rt 006 Rw 005 Katulumpa Kota Bogor Timur, sebagai
Penggugat Il

4. Zulkifli Rasssy, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di J| Demang Lebar Daun
Perum Pesona Mandiri Rt 04 Rw 011 Kel Demang Lebar
Daun Kec Lir Barat Kota Palembang Sumatera Selatan,
sebagai Penggugat IV;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo , S.H.,
Advokat yang berkantor di Jlbelimbing Raya No 1la
Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 23 Januari 2019;
Selanjutnya disebut para Penggugat;

Melawan:

Dr,Habib Adjie, S.H..Mhum, bertempat tinggal di JI Tidar No 244, Kota
Surabaya Jawa Timur, sebagai Tergugat I;

Julius Purnawan, S.H.,Msi, bertempat tinggal di JI Tegal Parang Selatan
Raya No 139 A Mampang Prapatan Jakarta Selatan,
Dalam hal ini memberikan kuas kepada Roy Margogan

Maruli, SH., Fernando Tamba, SH., dan Ramos Anggiat
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Rido, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
Maret 2019, selanjutnya sebagai Tergugat Il;

Priyanto Pujakesuma, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di Ruko Kalimas
Indah Blok D 15 J Kh Noer Ali No 15 Setiadarma Tambun
Selatan Kab Bekasi, sebagai Tergugat llI;

Hitaprana, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di JI Ny Condro Lukito No 149 A
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat
Iv;

Agung Herning Indradi Prajanto, S.H., M.H.un, bertempat tinggal di Jl
Perum Soka Asri Permai Blok O 7 Kadisoka Purwomartani
Sleman Yogyakarta, sebagai Tergugat V;

Fauzi Hertanto, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di JI Kalirung Ruko Kentung
D 24 Sleman Yogyakarta, sebagai Tergugat VI;

Honggo Sigit Nurcahyo, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di JI Bigisan
Selatan No 96 Rt 08/09 Senggotan Triniromolo Bantul
Yogyakarta, sebagai Tergugat VII;

Hj. Madam Nurwulan, S.H.,Mkn, bertempat tinggal di J| Gambiran No 10
Daerah Istimewa Yogyakarta Diy 555161, sebagai
Tergugat VIII;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

hadir kuasa para Penggugat dan Tergugat Il sedangkan Tergugat I,
Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan
Tergugat VIII tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Juni
2019 tersebut para Penggugat telah mengirim surat dan menyatakan
mencabut gugatannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan
Gugatan tertanggal 25 Juni 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan
dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan

tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat
persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aguo permohonan pecabutan
dilakukan pada saat Mediasi dan para Tergugat belum mamberikan
jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat untuk
mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa
permohonan pencabutan gugatan dari para Penggugat patutlah untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut,
maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul
dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan
kepada para Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang

bersangkutan ;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Ckr
“DICABUT™;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai sekarang ditaksir sejumlah Rp.4.231.000,00 (empat juta dua

ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2019
oleh kami MUHAMMAD NAFIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
CHANDRA RAMADHANI, S.H.,, M.H. dan ALBERT DWIPUTRA

SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan
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tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu HENDI FIRLANDY, SE., S.H.
Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dan tanpa dihadiri
oleh kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat Il dan Tergugat I, Tergugat

I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

TTD TTD

CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H MUHAMMAD NAFIS, S.H.

TTD

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti :

TTD

HENDI FIRLANDY, SE., S.H.

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Beaya Pemberkasan :Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.4.000.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan : Rp. 100.000,00
5. Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Materai ' Rp. 6.000,00
7. PNBP Pencabutan :Rp. 10.000,00+
Jumlah : Rp.4.231.000,00

(empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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